Menimbang:

Mengingat:

SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara  Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

11.

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Menetapkan:

Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun
2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 6);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun
2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat @ RPJMD adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode S (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.



10.

11.

12.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah
untuk mencapai sasaran.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan RKPD.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;

b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat
Daerah;

tujuan dan sasaran;

strategi dan arah kebijakan,;

rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
penutup.

TR A

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian
dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati
melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perencanaan Daerah.



(3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan
adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui kepala Perangkat
Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah,
menyampaikan rekomendasi langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala
Perangkat Daerah.

(4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak
lanjut perbaikan /penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan
Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2025

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2025 Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH

AG--H UKUM SETDA

: ANIS
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 56



L.

II.

III.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025-2029

UMUM

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjumya disingkat
Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemeriritahan pilihan, unsur
penunjang urusan unsur pengawasan, unsur Kkewilayahan dan unsur
pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat
daerah.

RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 tahun 2025, sejalan denggn
hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk
penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat
program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD
dimaksud.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk
menentukan arah kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan
fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan
sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkup
Pemerintah Kabupaten Balangan dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2025-2029;

2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan.

RINCIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah
Inspektorat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

a & D

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

L o N o

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Dinas Kesehatan

12. Dinas Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
13. Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa
14. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

19. Permukiman

20. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

21. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

22. Dinas Perhubungan

23. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
25. Kecamatan Paringin

26. Kecamatan Paringin Selatan

27. Kecamatan Lampihong

28. Kecamatan Batumandi

29. Kecamatan Awayan

30. Kecamatan Juai

31. Kecamatan Halong

32. Kecamatan Tebing Tinggi

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai
bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 yang
telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan
keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target
kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran
pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan sehingga akan
terwujud cita-cita pembangunan Kabupaten Balangan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan



IV.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.



